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BAB II 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PELANGGARAN KODE ETIK 

PROFESI POLRI 

 

A.   Pengertian Tindak Pidana  

 Stelsel  pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  penitensier  yang 

berisi  tentang  jenis  pidana,  batas-batas  penjatuhan pidana,  cara 

penjatuhan  pidana,  cara menjalankannya,  begitu  juga mengenai  

pengurangan,  penambahan,  dan  pengecualian  penjatuhan pidana.  

Disamping  itu,  hukum  penitensier  juga  berisi  tentang  sistem tindakan  

(maatregel  stelsel). Dalam  usaha  negara  mempertahankan  dan 

menyelenggarakan  ketertiban  dan  perlindungan  terhadap penyalahgunaan  

kekuasaan  terhadap  berbagai  kepentingan  hukum secara represif di 

samping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga 

diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (maatregelen).  

 Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa 

penderitaan.  Perbedaannya  hanyalah,  penderitaan  pada  tindakan  lebih 

kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan 

pidana.18) 

 Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang 

sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 

orang  sebagai  akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatannya  yang 

                                                             
18 Adami  Chazawi, Pembelajaran  Hukum  Pidana  Bagian 1, Penerbit PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23. 
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telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 

hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).  

 Pidana  dalam  hukum  pidana  merupakan  suatu  alat  dan  bukan 

tujuan  dari  hukum  pidana,  yang  apabila  dilaksanakan tiada  lain  adalah 

berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut 

terpidana.  Tujuan  utama  hukum  pidana  adalah  ketertiban,  yang  secara 

khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan 

terhadap  kepentingan  hukum  yang  dilindungi.  Mencantumkan  pidana 

pada setiap larangan dalam hukum pidana (strafbaar  feit: tindak pidana), di  

samping  bertujuan  untuk  kepastian  hukum  dan  dalam  rangka membatasi 

kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang 

yang berniat untuk melanggar hukum pidana. 

1.  Jenis-jenis Pemidanaan  

 Stelsel  pidana  Indonesia  pada  dasarnya  diatur  dalam Buku  I 

KUHP  dalam  bab  ke-2  dari  Pasal  10  sampai  Pasal  43,  yang  kemudian 

juga  diatur  lebih  jauh  mengenai  hal-hal  tertentu  dalam  beberapa 

peraturan, yaitu:  

a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 

1948 No. 77);  

b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749); 

c. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);  

d. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.  
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 KUHP  sebagai  induk  atau  sumber  utama  hukum  pidana  telah 

merinci  jenis-jenis  pidana,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  10 

KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, 

antara pidana pokok dengan pidana tambahan.  

a.  Pidana pokok, terdiri dari:  

1)  Pidana mati.  

Pidana  mati  adalah pidana  yang  terberat, diantara  semua  

jenis pidana  yang  ada dan juga  merupakan  jenis pidana  yang  

tertua,  terberat dan  sering  dikatakan  sebagai  jenis  pidana  yang  

paling  kejam.  Di indonesia,  penjatuhan  pidana  mati  diancamkan  

dalam  beberapa  Pasal tertentu  dalam  KUHP.  Dalam  hal  ini,  

Adami  Chazawi, berpendapat  bahwa  kejahatan-kejahatan  yang  

diancam  dengan  pidana mati  hanyalah  pada  kejahatan-kejahatan  

yang  dipandang  sangat  berat saja, yang jumlahnya juga sangat 

terbatas, seperti:19 

a)  Kejahatan-kejahatan  yang  mengancam  keamanan  negara (104, 

111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129). 

b)  Kejahatan-kejahatan  pembunuhan  terhadap  orang  tertentu dan  

atau  kejahatan  dengan  faktor-faktor  pemberat  (104  ayat (3), 

340). 

c)  Kejahatan  terhadap  harta  benda  yang  disertai  unsur/faktor yang 

sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)). 

                                                             
19 Ibid., hlm. 31. 
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d)  Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444). 

 Di  luar  ketentuan  KUHP,  pidana  mati  diancamkan  pula 

dalam beberapa  Pasal  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  

Pidana  Militer (KUHPM),  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  

tentang  Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika.  

Pidana mati dalam perUndang-Undangan  diluar KUHP 

terdapat pada Undang-Undang nomor 9  Pasal 36 ayat 4 sub b tahun 

1976  tentang Narkotika. 

Pidana mati dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 (PNPS)  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  

Pidana  Mati  yang Dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Di  Lingkungan  

Peradilan  Umum  dan  Militer.  

 Menurut Undang-Undang tersebut Pidana mati 

dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.  

2) Pidana penjara  

 Pidana  penjara  merupakan  pidana  pokok  yang  berwujud 

pengurangan  atau  perampasan  kemerdekaan  seseorang.  Namun 

demikian,  tujuannya  hanya  untuk  memberikan  pembalasan  

terhadap perbuatan  yang  dilakukan  dengan  memberikan  

penderitaan  kepada terpidana  karena  telah  dirampas  atau  

dihilangkan  kemerdekaan bergeraknya. Selain itu, juga untuk 

membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi 
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anggota masyarakat yang  baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa 

dan negara.  

 Stelsel  pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, 

dibedakan menjadi:  

a) Pidana  penjara  seumur  hidup,  diancamkan  pada  kejahatan 

kejahatan yang berat, yakni:20  

1. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 

ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan  

2. Berdiri  sendiri,  dalam  arti  tidak  sebagi  alternatif  pidana  

mati, tetapi sebagi alternatifnya adalah pidana sementara 

setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106 

KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.  

b)  Pidana  penjara  sementara  waktu,  ancamannya  paling  rendah  1 

hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun [Pasal 12 ayat 

(2)  KUHP].  Pidana  penjara  dapat  dijatuhkan  melebihi dari  15 

tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam 

Pasal 12 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai berikut:  

Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:  

1. Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara 

seumur  hidup  atau  pidana  penjara  sementara  maksimum20 

tahun, misalnya Pasal 104, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) 

KUHP;  

                                                             
20 Ibid., hlm. 35. 
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2. Dalam  hal  kejahatan-kejahatan  tertentu  yang  diancam 

dengan  pidana  penjara  maksimum  20  tahun  sebagai 

alternatif  pidana  penjara  maksimum  20  tahun  sebagai 

alternatif  pidana  penjara  seumur  hidup  [Pasal  106  KUHP 

dan Pasal 108 ayat (2) KUHP].  

3. Dalam hal telah terjadi: perbarengan, atau pengulangan atau 

kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan  dengan  Pasal  52  

KUHP pada  kejahatan-kejahatan  yang  diancam  dengan  

pidana penjara  sementara,  maksimum  15  tahun  seperti  

Pasal  338 KUHP,  Pasal  365  ayat  (3)  KUHP  dan  Pasal  

140  ayat  (1) KUHP.  

3) Pidana Kurungan  

 Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi 

orang-orang  dewasa  dan  merupakan  satu-satunya  jenis  pidan 

pokok  berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan 

oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-

pelanggaran.  

 Menurut  Adami  Chazawi,  dalam  beberapa hal pidana  

kurungan  adalah  sama  dengan  pidana  penjara,  yaitu  sebagai 

berikut:21  

a)  Sama-sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.  

                                                             
21 Ibid., hlm 39. 
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b)  Mengenal maksimum umum. Maksimum umum pidana penjara 

adalah  15  tahun  yang  karena  alasan-alasan  tertentu  dapat 

diperpanjang  menjadi  maksimum  20  tahun,  sedangkan 

maksimum  pidana  kurungan  adalah  1  tahun  yang  dapat 

diperpanjang  maksimum  1  tahun  4  bulan.  Minimum  umum 

pidana  penjara  maupun  pidana  kurungan  sama  yaitu  1  hari. 

Sementara  itu,  maksimum  khusus  disebutkan  pada  setiap 

rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama 

bagi  setiap  tindak  pidana,  bergantung  diri  pertimbangan  berat 

ringannya tindak pidana yang bersangkutan.  

c)  Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara diwajibkan 

untuk  menjalankan  (bekerja)  pekerjaan  tertentu  walaupun 

narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.  

d) Tempat menjalani tempat pidana penjara sama dengan tempat 

menjalani  pidana  kurungan  walaupun  ada  sedikit  perbedaan 

yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).  

e)  Pidana  kurungan  dan  pidana  penjara  mulai  berlaku apabila 

terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah 

mempunyai  hukum  tetap)  dijalankan/dieksekusi,  yaitu pada saat 

pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan  

paksa  memasukkan  terpidana  ke  dalam  Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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 Akan  tetapi,  apabila  pada  saat  putusan  hakim  dibacakan, 

terpidana  kurungan  maupun  penjara  sudah  berada  dalam  tahanan 

sementara, maka putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari 

ketika putusan  itu  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (in  karcht  

van gewijsdezaak). 

4)  Pidana denda  

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 

(Buku III)  baik  sebagai  alternatif  dari  pidana  kurungan  maupun  

berdiri  sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan 

maupun kejahatan culpa,  pidana  denda  sering  diancamkan  sebagai  

alternatif dari  pidana kurungan.  Sementara  itu,  bagi  kejahatan-

kejahatan  selebihnya  jarang sekali  diancam  dengan  pidana denda 

baik sebagai  alternatif dari  pidana penjara maupun berdiri sendiri.  

 Dalam  praktik  hukum  selama  ini,  pidana  denda  jarang 

sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau 

penjara jika pidana  denda  itu  diancamkan  sebagai  alternatif  saja 

dalam  rumusan tindak pidan yang bersangkutan. Kecuali tindak 

pidana itu memang hanya diancam pidana denda saja, sehingga tidak 

mungkin hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.  

 Berdasarkan  hal  tersebut,  jika  denda  tidak  dibayar  

maka  harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan 

pengganti denda ini  ditetapkan  lamanya  berkisar  antara  1  hari  

sampai  6  bulan.  Dalam keadaan-keadaan tertentu yang 
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memberatkan, batas waktu maksimum 6 bulan ini dapat dilampaui 

sampai paling tinggi menjadi 8 bulan [Pasal 30 ayat (5) dan (6) 

KUHP].  

 Terpidana  yang  dijatuhi  pidana  denda  boleh  segera  

menjalani kurungan  pengganti  denda  dengan  tidak  perlu  

menunggu  sampai  habis waktu  untuk  membayar  denda.  Akan  

tetapi,  apabila  kemudian  ia membayar  denda,  ketika  itu  demi  

hukum  ia  harus  dilepaskan  dari kurungan pengganti.  

5)  Pidana tutupan  

Pidana  tutupan  ditambahkan  ke  dalam  Pasal  10  KUHP  

melalui Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang,  yang  

maksudnya sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang  

menyatakan  bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan 

kejahatan, yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh 

maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana 

tutupan”.  

Tempat  dan  menjalani  pidana  tutupan,  serta  segala  

sesuatu yang  perlu  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  20 

Tahun  1946  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  

Nomor  8  Tahun  1948  tentang Rumah Tutupan.  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam PP No.8 

Tahun 1948  tentang  Rumah  Tutupan,  tampaknya  pidana  tutupan  

bukan  jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
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juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana. 

Pidana tutupan hanya dijatuhkan bagi orang yang melakukan tindak 

pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. 

Sayangnya dalam Undang-Undang maupun peraturan  pemerintah,  

tidak  dijelaskan  tentang  maksud  yang  patut dihormati.  Karena  itu  

dalam  menilainya,  kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.  

b.  Pidana tambahan.  

 Pidana  tambahan  ini  hanya  bersifat  menambah  pidana  pokok 

yang  dijatuhkan.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  dapat  berdiri  sendiri  

kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 

Pidana tambahan  ini  bersifat  fakultatif  artinya  dapat  dijatuhkan,  tetapi  

tidaklah harus.  Ada  hal-hal  tertentu  dimana  pidana  tambahan  bersifat  

imperiatif, yaitu dalam Pasal 259 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.  

 Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, 

yang terdiri dari:  

1)  Pencabutan hak-hak tertentu  

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 

tegas ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Kadang-kadang  

dimungkinkan  oleh Undang-Undang  untuk  mencabut  berupa  hak  

bersamaan  dalam  satu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.  

Lima  jangka  waktu  pencabutan  hak-hak  tertentu,  pada 

pidana seumur  hidup  lamanya  adalah  seumur  hidup.  Pada  pidana  

penjara  atau kurungan  sementara  dan  pidana  denda  lamanya  
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pencabutan  paling sedikit  dua  tahun  dan  paling  banyak  lima  tahun  

lebih  lama  dari  pidana pokoknya.  Dalam  pidana  denda,  lamanya  

pencabutan  paling  sedikit  2 tahun  dan  paling  lam  5  tahun.  

Pencabutan  hak  mulai  berlaku  pada  hari putusan  hakim  dapat  

dijalankan  (Pasal  38  KUHP).  Keistimewaan pencabutan  hak  ini  

adalah  berlaku  juga  pada  terpidana  mati  dapat berubah. Karena 

terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat pengampunan 

(grasi).  

 Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:  

a) Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan 

tertentu.  

b) Hak memasuki angkatan bersenjata.  

c) Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  

diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.  

d) Hak  menjadi  penasihat  hukum  atau  pengurus  atas  

penetapan pengadilan,  hak  menjadi  wali,  wali  pengawas,  

pengampu  atau pengampu pengawas, atau orang yang 

bukan anak sendiri.  

e) Hak  menjalani  kekuasaan  bapak,  menjalankan  perwalian,  

atau pengampuan atas anak sendiri.  

f) Hak menjalankan mata pencaharian sendiri.  
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2)  Perampasan barang-barang tertentu.  

Pidana  perampasan  merupakan  pidana  kekayaan,  seperti  

juga halnya  dengan  pidana  denda.  Pidana  perampasan  dikenal  

sejak  sekian lama.  

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang 

yang diperoleh karena kejahatan dan kedua adalah barang-barang yang 

digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu,berlaku 

ketentuan umum,  yaitu  haruslah  kepunyaan  terpidana  dan  adapun 

pengecualian terdapat  di  dalam  Pasal  250  bis  KUHP  dan  juga  di  

dalam  perUndang-Undangan di luar KUHP.  

Dari  ketentuan  Pasal  250  bis  KUHP  tersebut,  dapat  ditarik 

kesimpulan  bahwa  dalam  hal  kejahatan  mata  uang,  maka  pidana 

perampasan menjadi imperiatif. Berbeda dengan yang umum dan 

bersifat kumulatif, dapat pula dirampas walaupun bukan kepunyaan 

terpidana.  

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka 

umum oleh jaksa, kemudian harga disetor ke kas negara sesuai dengan 

pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, 

maka barang  itu  ditaksir  dan  terpidana  boleh  memiliki,  

menyerahkan,  atau harganya berupa uang yang diserahkan.  

3)  Pengumuman putusan hakim  

Di  dalam  Pasal  43  KUHP  ditentukan  bahwa  apabila  hakim 

memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan  aturan 
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tersebut di  dalamnya  atau  aturan  umum  lain,  maka  harus   

ditetapkan  pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya 

terpidana.  

Pidana  tambahan  berupa  pengumuman  putusan  hakim  

hanya dapat  dijatuhkan  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  Undang-

Undang. Contohnya sebagai berikut:  

a) Pasal  206  ayat  (2)  KUHP  (menunjuk  Pasal  204  dan  

Pasal  205 KUHP,  yaitu  menjual  dan  seterusnya,  atau  

karena  kealpaannya menyerahkan  barang-barang  yang  

berbahaya  bagi  nyawa orang atau kesehatan orang).  

b) Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359 sampai Pasal  360 

KUHP, yaitu  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  

mati  atau  luka berat).  

c) Pasal  377  ayat  (1)  KUHP  (menunjuk  Pasal  372,  Pasal  

374,  dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), 

Pasal 395 ayat (1) KUHP  [menunjuk  Pasal  402  ayat  (2)  

KUHP,  yaitu  kejahatan curang].  

 Berdasarkan  delik-delik  yang  dapat  dijatuhi  pidana  

tambahan berupa  pengumuman  putusan  hakim,  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa tujuan  pidana  ini  adalah  agar  masyarakat  

waspada  terhadap  kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan 

curang dan sebagainya. 
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 Pembentuk  Undang-Undang  kita  telah  menggunakan  perkataan 

“strafbaar  feit”  untuk  menyebutkan  apa  yang  kita  kenal  sebagai  

“tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa 

memberikan sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  yang  sebenarnya  yang  

dimaksud dengan  perkataan  “strafbaar  feit”  tersebut.  Perkataan  “feit”  

itu  sendiri  di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” 

atau “een gedeelte  van  de  werkelijkheid”,  sedangkan  “strafbaar”  berarti  

“dapat dihukum”,  hingga  secara  harfiah  perkataan  “strabaar feit”  itu  

dapat diterjemahkan  sebagai  “sebagaian  dari  suatu  kenyataan  yang  

dapat dihukum”,  yang  sudah  barang  tentu  tidak  tepat,  oleh karena  kelak  

akan kita  ketahui  bahwa  yang  dapat  dihukum  itu  sebenarnya  adalah  

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 

tindakan.22 

Adami Chazawi dalam bukunya menyebutkan: 

“Strafbaarfeit  sendiri  terdiri  dari tiga  kata  yakni  straf,  baar dan  

feit, beberapa  istilah  yang  digunakan  sebagai  terjemahan  dari 

strafbaarfeit,  ternyata  straf  diterjemahkan  dengan  pidana  dan 

hukum.  Perkataan  baar  diterjemahkan  dengan  dapat  dan 

boleh,sementara  itu  untuk  kata  feit diterjemahkan  dengan  tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.23 

 

 Ada  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  sarjana, 

antara lain sebagai berikut:  

Moeljatno mengatakan bahwa:  

“Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu 
aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman (sangsi) yang 

                                                             
22 P.A.F.  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung, 

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181 
23 Adami  Chazawi, op.cit., hlm. 69. 
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berupa pidana tertentu,bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.”24  

 

Simons menerangkan bahwa:  

“Stafbaar  feit adalah  kelakuan  (handeling)  yang  diancam  

dengan pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,yang  

berhubungan  dengan kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  

yang  mampu bertanggung jawab.”25  

 

Menurut  Van  Hattum bahwa:  

“Perkataan  straafbaar itu  berarti  voor  straaf  inaanmerking  

komend atau  straaf  verdienend  yang  juga  mempunyai  arti  

sebagai  ‘pantas untuk  dihukum’,  sehingga  perkataan  straafbaar  

feit  seperti  yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang 

di dalamKUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu 

‘tindakan’, oleh karena telah  melakukan  tindakan  semacam  itu  

membuat  seseorang menjadi dapat dihukum, atau “feit terzakevan 

hetwelkeen persoon straafbaar is.”26 

 

 Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut diatas,  antara  feit 

dan persoon  yang melakukannya tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan 

pendapat  Van  Hattum  dan  Simons  sebagamana  terurai  di  atas,  maka 

Pompe memberi pengertian straafbaar feit  itu dari dua (2) segi, yaitu:27  

a. Dari  segi  teoritis,  straafbaar  feit  itu  dapat  dirumuskan  sebagai suatu  

pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  tertib  umum) yang  dengan  

sengaja  maupun  tidak  dengan  sengaja  telah dilakukan  oleh  

seseorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman terhadap pelaku 

tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.  

                                                             
24 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Penerbit  Renika Cipta. Jakarta,  2000, 

hlm. 54.  
25 Ibid., hlm 56 
26 P. A. F. Lamintang, op.cit, hlm. 154. 
27 Ibid., hlm 182 
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b. Dari  segi  hukum  positif,  straafbaar  feit  itu  sebenarnya  adalah tidak 

lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-

Undang  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat dihukum.  

Tresna dalam buku Adami Chazawi menyatakan bahwa:  

“Walaupun  sangat  sulit  untuk  merumuskan  atau  memberi 

definisi yang  tepat  perihal  peristiwa  pidana  ,namun  juga  beliau  

menarik suatu definisi,yang menyatakan bahwa: Peristiwa  pidana  

itu  adalah  suatu  perbuatan  atau  rangkaian perbuatan  

manusia,yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang atau  

peraturan  perUndang-Undangan  lainnya, terhadap  perbuatan mana 

diadakan tindakan penghukuman.”28  

 

Ditinjau  dari  segi  bahasa  Indonesia,  sesungguhnya  istilah 

straafbaar feitsecara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana 

adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang 

mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi.29  

Pada  hakekatnya,  istilah  yang  paling  tepat  untuk  digunakan  

ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin delictum atau delicta, karena:30  

a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya,  

b. Bersifat ekonomis karena singkat, 

c. Tidak  menimbulkan  kejanggalan  seperti  pada  peristiwa  pidana, 

perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan 

tetapi pembuatnya),  

                                                             
28 Adami  Chazawi, Pembelajaran  Hukum  Pidana  Bagian 1, Penerbit PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2002.  hlm. 72. 
29 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 

2007, hlm. 172. 
30 Ibid. Hlm. 231. 
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d. Luas  pengertiannya,  sehinnga  meliputi  juga  delik-delik  yang 

diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal 

menurut hukum pidana ekonomi indonesia.  

 Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di 

atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan  

yang  melawan  hukum  yang  mengakibatkan  pembuatnya dapat dipidana.  

2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke 

dalam unsur–unsurnya,maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 

disebutkannya  suatu  tindakan  manusia  ,dengan  tindakan  itu  seseorang 

telah  melakukan  suatu  tindakan  yang  terlarang  oleh  Undang-Undang. 

Menurut  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,suatu  tindakan  itu  dapat 

merupakan “ een doen“ atau “ een niet doen“ atau dapat merupakan “ hal  

melakukan  sesuatu  “  ataupun  “  hal  tidak  melakukan  sesuatu  “,yang 

terakhir  ini  di  dalam  doktrin  juga  sering  disebut  sebagai  “ een  

nalaten“ yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (ole 

undang - undang)”.  

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 

dua  sudut  pandang  yaitu  sudut  pandang  teoritis  dan  sudut  pandang 

Undang-Undang.  Teoritis  artinya  berdasarkan  pendapat para ahli  hukum, 

yang  tercermin  pada  bunyi  rumusannya,  sedangkan  sudut  pandang 

Undang-Undang  adalah  bagaimana  kenyataan  tindak  pidana  itu 

dirumuskan  menjadi  tindak  pidana  tertentu  dalam  Pasal-Pasal  peraturan 
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perUndang-Undangan yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut 

berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, 

diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:31 

a.  Unsur tingkah laku;  

b.  Unsur melawan hukum;  

c.  Unsur kesalahan;  

d.  Unsur akibat konstitutif;  

e.  Unsur keadaan yang menyertai;  

f.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  

g.  Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;  

h.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  

i.  Unsur objek hukum tindak pidana;  

j.  Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  

k.  Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  

Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dikemukakan  oleh 

beberapa teori diantaranya, menurut:  

1)  Menurut  Moeljatno,  unsur tindak pidana adalah:32  

a.  Perbuatan;  

b.  Yang dilarang (oleh aturan hukum);  

c.  Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).  

2)  Menurut  R.Tresna,  tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:33  

a.  Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 

                                                             
31 Adami  Chazawi, op.cit., hlm. 82. 
32 Ibid., hlm. 79 
33 Ibid., hlm. 80. 
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b.  Yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundangundangan;  

c.  Diadakan tindakan penghukuman.  

3)  Menurut  Vos,  dapat  ditarik  unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut:34  

a.  Kelakuan manusia. 

b.  Diancam dengan pidana.  

c.  Dalam peraturan Perundang-Undangan.  

4)  Menurut  Jonkers  (penganut  paham  monisme),  dapat  dirinci  unsur-

unsur  tindak  pidana adalah:35  

a.  Perbuatan (yang). 

b.  Melawan hukum (yang berhubungan dengan). 

c.  Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat). 

d.  Dipertanggung jawabkan.  

5)  Menurut Schravendijk dalam batasan yang  dibuatnya  secara  panjang  

lebar  itu,  jika  dirinci  terdapat unsur-unsur sebagai berikut:36  

a.  Kelakuan (orang yang).  

b.  Bertentangan dengan keinsyafan hukum.  

c.  Diancam dengan hukuman. 

d.  Dilakukan oleh orang (yang dapat).  

e.  Dipersalahkan/kesalahan. 

 

 

                                                             
34 Ibid. 
35 Ibid., hlm. 81 
36 Ibid. 
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B. Pengertian Narkotika  

 Istilah  narkotika  bukan  lagi  istilah  asing  bagi  masyarakat 

mengingat  begitu  banyaknya  berita  baik  dari  media  cetak  maupun 

elektronik  yang  memberitakan  tentang  penggunaan  narkotika  dan 

bagaimana  korban  dari  berbagai  kalangan  dan  usia  berjatuhan  akibat 

penggunaannya.  

 Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani 

“Narkoun” yang berarti  membuat  lumpuh  atau  mati  rasa.37  Kemudian,  

bahwa Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan  pengaruh-

pengaruh  tertentu  bagi  orang-orang  yang menggunakannya, yaitu dengan 

cara memasukkan ke dalam tubuh.38  

Lebih  lanjut  UU  No.  35  Tahun  2009  menerangkan  bahwa:  

Narkotika  adalah zat  atau  obat yang  berasal  dari  

tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis  maupun 

semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau 

perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  

sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan. 

 

sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang  ini (mengenai daftar 

golongan narkotika telah diuraikan dalam Bab I).39  

 Merriam-Webster  di dalam buku AR Sujono  dan Bony  Daniel  

membuat  defenisi sebagai berikut:40  

                                                             
37, Komentar  &Pembahasan  UU  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,  2011.  hlm. 2 
38 Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2003,  hlm. 15. 
39 AR Sujono  dan Bony  Daniel, op.cit., hlm. 63. 
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A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses,  

relieves  pain,  and  induces  profound  sleep  but  in excessive doses causes 

stupor, coma, or convulsions;  

 

 Sebuah  obat  (seperti  opium  atau  morfin)  yang  dalam dosis 

tertentu  dapat  menumpulkan  indra,  mengurangi  rasa  sakit,  dan 

mendorong  tidur,  tetapi  dalam  dosis  berlebihan  menyebabkan pingsan, 

koma, atau kejang;  

A drug (as marijuana or LSD) subject to restrictionsimilar to that 

of  addictive  narcotics  whether  physiologically  addictive  and 

narcotic or not; Something that soothes, relives, or lulls  

(untuk menenangkan).  

 

 Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain 

mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  narkotika  ialah candu,  

ganja,  cocaine,  zat-zat  yang  bahan  mentahnya diambil dari  benda-benda  

tersebut,  yakni  morphine,  heroin,  codein, hashish,  cocaine.  Dan  

termasuk  juga  narkotika  sintesis  yang menghasilkan  zat-zat,  obat-obat  

yang  tergolong  dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.41  

 Dari  kedua  defenisi  tersebut,  M.  Ridha  Ma’ruf 

menyimpulkan:42  

a. Bahwa  narkotika  ada  dua  macam,  yaitu  narkotika  alam  dan 

narkotika  sintesis.  Yang  termasuk  narkotika  alam  ialah berbagai  

jenis  candu,  morphine,  heroin,  ganja,  hashish, codein,  dan  cocaine.  

Narkotika  alam  ini  termasuk  dalam pengertian  sempit.  Sedangkan  

narkotika  sintesis  adalah termasuk  dalam  pengertian  narkotika  secara  

                                                                                                                                                                       
40 Ibid., hlm. 1. 
41 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum  Pidana, Penerbit 

Manda Maju. Bandung, 2003, hlm. 34 
42 Ibid. 
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luas.  Narkotika sintesis  yang  termasuk  di  dalamnya  zat-zat  (obat)  

yang tergolong  dalam  tiga  jenis  obat  yaitu:  Hallucinogen, 

Depressant, dan stimulant.  

b. Bahwa  narkotika  itu  bekerja  mempengaruhi  susunan syaraf sentral  

yang  akibatnya  dapat  menimbulkan  ketidaksadaran atau pembiusan. 

Berbahaya apabila disalahgunakan.  

c. Bahwa  narkotika  dalam  pengertian  di  sini  adalah  mencakup obat-

obat  bius  dan  obat-obat  berbahaya  atau  narcotic  and dangerous 

drugs. 

Penyalahgunaan  narkotika  telah  menimbulkan  banyak  korban 

dan  banyak  masalah  sosial  lainnya  di  dunia.  Untuk  konteks  Indonesia, 

ternyata negeri ini bukan lagi sekadar menjadi daerah sasaran peredaran 

gelap  atau  sekadar  sasaran  transaksi  atau  transit  narkotika,  tetapi 

Indonesia  telah  menjadi  salah  satu  negara  produsen  narkotika  dalam 

skala  besar  di  dunia.  Hal  ini  terbukti  dengan  beberapa  kasus-kasus 

tertangkapnya  bandar  besar  narkotika,  jaringan  atau sindikatnya  dan 

terbongkarnya  pabrik-pabrik  besar  yang  memproduksi  narkotika  di 

Indonesia.  Kenyataan  ini  tentu  saja  mengkhawatirkan,  terutama  terkait 

dengan  masa  depan  dan  keberlangsungan  bangsa.   

Narkotika  telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di 

daerah-daerah terpencil. Para pengguna narkotika bukan lagi terbatas pada 

usia dewasa, bahkan anak  usia  dini  pun  telah  menjadi  korbannya,  dan  

yang  paling  rentan mendapat  pengaruh  narkotika  adalah  generasi  muda  
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usia  remaja.  Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika dan menjadi korban, maka alamat  lost  generasi 

akan terjadi di masa  depan.43 

Untuk  itu  masyarakat  memerlukan  hukum  yang  berfungsi 

sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh 

karena  itu, dalam  menjalankan  fungsi  hukum  itu  pemerintah  dapat 

menggunakan  menggunakan  alat  paksa  yang  lebih  keras yaitu  berupa 

sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi 

atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan 

terhadap  pelaku penyalahgunaan  narkotika yang  saat  ini merupakan hal 

yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak 

yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.  

Narkotika adalah  sejenis  zat  kimia  atau  obat  yang  sangat  

dibutuhkan  untuk kepentingan  medis  dan  ilmu  pengetahuan.  Menurut  

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

membagi narkotika menjadi tiga golongan antara lain :  

(1) Narkotika  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  digolongkan  

ke dalam:   

a.  Narkotika  Golongan  I;   

b.  Narkotika  Golongan  II;  dan   

c. Narkotika Golongan III. 

                                                             
43 Ahmad  Syafii  dalam Jurnal  Hunafa,  Vol.  6,  No.2,  Agustus 2009:219-232. 
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(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud  pada ayat(1) 

untuk pertama  kali  ditetapkan  sebagaimana  tercantum  dalam 

Lampiran  I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-

Undang ini.  

(3)  Ketentuan  mengenai  perubahan  penggolongan  Narkotika 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan 

Menteri.  

Namun di sisi lain narkotika sering digunakan di luar kepentingan 

medis  dan  ilmu  pengetahuan,  yang  pada  akhirnya  akan menjadi  suatu 

bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh 

pada  tatanan  kehidupan  sosial masyarakat,  bangsa  dan negara. Hampir 

setiap  negara  di  dunia  menyatakan  perang  terhadap  penyalahgunaan 

narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama 

bagi  penanaman  bibit,  memproduksi,  meracik  secara  ilegal,  dan  para 

pengedar  gelap.   

Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia sekarang  ini  

dirasakan  gawat.  Sebagai  negara  kepulauan  yang mempunyai  letak  

strategis,  baik  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  sosial,  dan politik  dalam  

dunia  internasional,  Indonesia  telah  ikut  berpatisipasi menanggulangi  

kejahatan  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  dengan diUndang-

Undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009 Tentang 

Narkotika.  Undang-Undang  ini  merupakan  Undang-Undang  yang  baru 

menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 
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Tahun 1976. Pengganti Undang-Undang yang lama itu dirasa perlu karena 

seiring  dengan  bertambahnya  waktu  dirasakan  tidak  sesuai  lagi  dengan 

kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  yang 

semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, 

dilihat  dari  cara  menanam,  memproduksi,  menjual,  memasok  dan 

mengkonsumsinya  serta  dari  kalangan  mana  pelaku  penyalahgunaan 

narkotika  tersebut,  karena  tidak  sedikit  yang  melakukannya  adalah  

dari kalangan  anak-anak  dan  remaja  yang  merupakan  generasi  penerus 

bangsa.   

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  setiap 

pelaku  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  yang 

berarti  penyalahguna  narkotika  dapat  disebut  sebagai  pelaku  tindak 

pidana  narkotika.  Harus  disadari  bahwa  masalah  penyalahgunaan 

narkotika  adalah  suatu  problema  yang  sangat  komplek,  oleh  karena  

itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai 

tujuan  yang  diharapkan,  karena  pelaksanaan  Undang-Undang  tersebut, 

semuanya  sangat  tergantung  pada  partisipasi  semua  pihak  baik 

pemerintah,  aparat  keamanan,  keluarga,  lingkungan  maupun  guru  di 

sekolah,  sebab  hal  tersebut  tidak  dapat  hilang  dengan  sendirinya 

meskipun  telah dikeluarkan  Undang-Undang  yang  disertai  dengan  

sanksi yang keras.  

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya 

manusia  Indonesia  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan di  bidang 
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pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan 

ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat 

dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak 

disalahgunakan  haruslah dilakukan pengendalian dan  pengawasan yang 

ketat dan seksama menurut Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan 

narkotika  dipandang  sebagai  hal  yang  gawat,  dan  bersifat  internasional 

yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  dan  teknologi  yang  canggih.  

Mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan, 

mengedarkan  dan  menggunakan  narkotika  tanpa  pengendalian  dan 

pengawasan  yang  ketat,  serta  bertentangan  dengan  peraturan 

perUndang-Undangan  yang  berlaku  adalah  kejahatan  dan  merupakan 

bahaya  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  manusia  dan masyarakat, 

bangsa  dan  negara  serta  Keutuhan  Nasional  Indonesia.  Hal  ini 

merupakan  tindakan  subversi  yang  merupakan  rongrongan  yang 

dilakukan  oleh  pelaku  perbuatan  pidana  narkotika  terhadap  bangsa  dan 

negaranya  sendiri  tanpa  disadari,  terutama  generasi muda,  akibatnya 

menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya.  

Untuk itu dalam hukum  Nasional  Indonesia  telah  mengatur  

segala  yang berhubungan dengan  narkotika  dalam  suatu  Undang-

Undang  Nomor  35 Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Undang-Undang  

Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika telah mengatur tentang 

ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat  dikenakan  pidana  beserta  

denda  yang  harus  ditanggung  oleh penyalahguna  narkotika  atau  dapat  
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disebut  sebagai  pelaku  perbuatan pidana  narkotika.  Masyarakat  awam  

banyak  yang  mengira  bahwa hukuman  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  

perbuatan  pidana  narkotika  itu sama.  Padahal  dalam  Undang-Undang  

narkotika  sendiri tidak membedakan  pelaku  perbuatan  pidana  narkotika  

beserta  sanksi  yang berbeda  pula.   

Dalam  penyalahgunaan  narkotika,  tidak hanya  pemakai saja  

yang  dapat  dikenakan  pidana,  berdasarkan  Kitab Undang-Undang 

Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  penyertaan dalam  melakukan  tindak 

pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan 

dan  penganjur  maupun  pembantu  dapat  disebut  sebagai pelaku tindak 

pidana.  

Berdasarkan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  meskipun 

berdasarkan  asas  lex  specialis  derogat  lex  generalis  (Undang-Undang 

khusus  lebih  diutamakan  daripada  Undang-Undang  yang bersifat  

umum) namun  tidak  semua  Undang-Undang  yang  bersifat  umum  

tersebut  tidak digunakan setelah ada Undang-Undang khusus yang 

mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur 

dalam Undang-Undang khusus,  dan  Undang-Undang  yang  bersifat  

umum  mengatur  mengenai ketentuan  tersebut,  seperti  mengenai  

penyertaan  dalam  melakukan tindak  pidana,  di  dalam  Undang-Undang  

Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  tidak  mengaturnya,  namun  

di  dalam Kitab  Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 

mengaturnya, maka  Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat 
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digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam 

melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika. 

 

C. Pengertian Polisi 

Menurut Warsito Hadi Utomo, istilah Polisi mempunyai pengertian 

yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya berbeda 

dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama 

kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani  Politea  yang berarti seluruh 

pemerintah Negara kota”.44  

Di Indonesia  pada  zaman  Belanda  istilah  Polisi  dikenal  

melalui konsep  catur  praja  oleh  Van  Vollenhonen  yang  membagi  

pemerintahan menjadi  4  (empat),  yaitu  bestuur,  politea,  rectspraa  dan  

regeling. Pada pengertian  diatas,  polisi  (politie)  termasuk  organ-organ  

pemerintah  yang mempunyai  wewenang  melakukan  pengawasan  

terhadap  kewajiban-kewajiban umum.  

Menurut Warsito Hadi Utomo, (2005;5), Polisi yaitu sebagai tiap-

tiap usaha untuk  memperbaiki  atau  menertibkan  susunan  kehidupan 

masyarakat.  

Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  W.J.S.Poerwodarminto 

dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut:  

a. Badan  Pemerintahan  (kelompok  pegawai  negeri  yang bertugas 

memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum. 

                                                             
44 Warsito  Hadi Utomo,  Hukum  Kepolisian  di  Indonesia,  Penerbit Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta ,2005, hlm. 5. 
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b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga 

ketertiban umum.  

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.  Dalam  

UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia 

terdapat dalam Pasal 5 yaitu:  

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

negara yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  

ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  

memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  

kepada masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  

keamanan  dalam negeri. 

b. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  kepolisian 

nasional yang merupakan satu kesatuan dalam 

melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.  

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian  

 Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menurut 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:  

i.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

ii.  Menegakkan hukum; dan 

iii.  Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada 

masyarakat. 
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 Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud 

diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:  

a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawasan,  dan  patrol 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f.  Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  semua  tindak 

pidana  sesuai  dengan  hukum  secara  pidana  dan  peraturan 

perUndang-Undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian, 

laboratorium  forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  

kepentingan tugas kepolisian; 

i.  Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana 
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termasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j.  Melayani  kepentingan  masyarakat  untuk  sementara  belum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta 

l.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang 

undangan. 

 Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 

ayat  (4)  UUD  Tahun  1945  dan  peraturan  perUndang-Undangan  lain. 

Institusi  Polri  diberikan  kepercayaan,  amanah  dan  tanggung  jawab  

oleh Negara  untuk  mengayomi,  melindungi,  dan  melayani  masyarakat  

serta menegakkan  hukum. Tujuan  pemberian  wewenang  kepada  Polri  

adalah agar  mampu  menciptakan  atau  mewujudkan  rasa  aman,  tentram,  

tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar 

setiap insan Polri  merenungkan dan  memahami  kembali apa  tujuan  

wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.  

 Wewenang  untuk  melakukan  tindakan  yang  diberikan  kepada 

Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaiut:  

a. Wewenang-wewenang  umum  yang  mendasarkan  tindakan yang  

dilakukan  polisi  dengan  asas  legalitas  dan plichmatigheid yang 

sebagai besar bersifat preventif.  
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b. Wewenang  khusus  sebagai  wewenang  untuk  melaksanakan 

tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk 

kepentingan  penyidikan,  dimana  sebagian  besar  sifatnya 

represif.  

 Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002,  dalam  rangka 

menyelenggarakan  tugas,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara 

umum berwenang:  

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat 

yang dapat mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit 

masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. Mengeluarkan  peraturan  Kepolisian  dalam  lingkup 

kewenangan administratif Kepolisian;  

f. Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari 

tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

h. Mengambil  sidik  jari  dan  identitas  lainnya  serta 

memotret seseorang;  

i. Mencari keterangan dan barag bukti;  

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
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k. Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan  bantuan pengamanan  dalam  sidang  dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 

kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan  barang  temuan  untuk  

sementara waktu. 

 

D. Kode  Etik  Profesi  POLRI  dan  Sanksi  bagi  Anggota  POLRI  yang 

melakukan pelanggaran  

Bartens  menjelaskan, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos 

dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang 

baik. Bentuk jamak dari  ethos adalah  taetha artinya adat kebiasaan. Dari 

bentuk jamak ini terbentuklah istilah  Etika  yang  oleh  filsuf  Yunani  

Aristoteles  (384-322  BC)  sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. 

Berrdasarkan asal-usul kata ini, maka  Etika  berarti  ilmu  tentang  apa  

yang  biasa  dilakukan  atau  ilmu tentang adat kebiasaan.45 

Dalam  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  terbitan  Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :  

a. Ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan  

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);  

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;  

                                                             
45 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2006, hlm. 13. 
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c. Nilai  mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut  suatu golongan 

atau masyarakat.  

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan 

tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan 

terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri. 

Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dijelaskan  pengertian 

Profesi  adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan  keahlian 

(keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.  

Menurut  Hebeyb  menyatakan  bahwa,  profesi  adalah  pekerjaan 

dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut 

Kamaruddin,  profesi  ialah  suatu  jenis  pekerjaan  yang  karena  sifatnya 

menurut  pengetahuan  yang  tinggi,  khusus  dan  latihan yang  istimewa . 

Adapun yang menjadi indikator profesi adalah:46  

a. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;  

b. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;  

c. Kebebasan  mengembangkan  teknik,  tetapi  prosedur  umum 

distandarisasi;  

d. Adanya skrining yang tegas dan teliti;  

e. Adanya kode etik;  

f. Pengakuan oleh masyarakat.  

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 :  

                                                             
46 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Penerbit 

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16. 
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a. Sikap  dan  perilaku  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik 

Indonesia  terikat  pada  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dapat menjadi  pedoman  bagi  pengembangan  fungsi  

kepolisian lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  

dengan  peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di 

lingkungannya.  

c. Ketentuan  mengenai  Kode  Etik  Profesi  kepolisian  Negara 

Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. 

 

Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran  

 Syarat  pertama  untuk  menindak  suatu  perbuatan  yang  tercela, 

yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan 

yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.  

Adapun  dasar  hukum  bagi  anggota  POLRI  yang  melakukan 

pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :  

a. Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 

yang berbunyi  “anggota  kepolisian  Negara  Republik  

Indonesia  dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 

hormat”.  

b. b. Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 

Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota 

Kepolisian Republik Indonesia yang  diberhentikan  tidak  

dengan   hormat  apabila  melakukan tindak pidana dan 

pelanggaran”.  

c. Pasal  13  ayat  (1)  peraturan  pemerintah  Indonesia No.  1  

Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia  yang  berbunyi  “  anggota  

Kepolisian  Negara Republik Indonesia  dapat  diberhentikan  

tidak  dengan  hormat  dari  dinas Kepolisian  Negara  

Republik  Indonesia  karena  melanggar sumpah/janji,  

dan/atau  kode  etik  profesi  Kepolisian Negara Republik 

Indonesia”.  

 Sebelum  pemisahan  TNI  dan  POLRI,  anggota  POLRI  yang 

melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  diproses  berdasarkan  Kitab 

Undang-Undang  Hukum  Disiplin  Tentara  (KUHDT).  Setelah  

dikeluarkan ketetapan  MPR  Republik  Indonesia  Nomor  VI  tahun  2000  

tentang pemisahan  TNI  dan  POLRI.  Maka  setelah  ditetapkan  Undang-

Undang kepolisian  yang  baru  yang  memuat  pokok-pokok  mengenai  

tujuan, kedudukan,  peranan,  dan  tugas  serta  pembinaan  profesionalisme 

kepolisian.  

 Jika  seorang  anggota  (oknum)  kepolisian  melakukan  tindak 

pidana  maka  ketentuan  pidana  dalam  KUHP  dan  peraturan  

perundangundangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi 
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pidana yang diterapkan  sesuai  ancaman  pidana  dalam  KUHP  dan  dalam  

peraturan perUndang-Undangan tindak pidana khusus. 

 


